BUPATI BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 2025.

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7039);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan...



10.

11,

12.
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan...



13.

14,

15.

16.

17,
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

18. Peraturan...




18.

19.

20.

21.

22,
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

23. Peraturan...




23

24

25.

26.

27,

28.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangungan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk
Kegiatan  Tertentu, Perubahan  Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023
tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar
Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);

29. Peraturan...




29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024
Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran
2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
346);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 117);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 126);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun
2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada
Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024
Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
132);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun
2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian
Rakyat Syariah Tegar Beriman (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 133);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2023 Nomor 12);

36. Peraturan...
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36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

| Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun
| 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

| Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
\

| TAHUN ANGGARAN 2025.

|
‘ Pasal 1
|
|
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bogor.

Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari
kas Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan...




9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selesih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1

(satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp11.444.340.780.022,00 (sebelas triliun empat ratus
empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta
tujuh ratus delapan puluh ribu dua puluh dua rupiah)
terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp10.852.090.790.037,00

b. Belanja Daerah Rp11.444.340.780.022,00
Defisit/Surplus Rp(592.249.989.985,00)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp681.417.989.985,00
2. Pengeluaran Rp89.168.000.000,00
Pembiayaan Neto Rp592.249.989.985,00
Sisa Lebih Pembiayaan Rp0,00

Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 3
Pendapatan daerah direncanakan sebesar
Rp10.852.090.790.037,00 (sepuluh triliun delapan ratus
lima puluh dua miliar sembilan puluh juta tujuh ratus
sembilan puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah), yang
bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah.
b. Pendapatan transfer.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4...




L EE———.

(1)

(2)

(3)
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Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp5.145.530.165.866,00 (lima triliun seratus empat
puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta seratus
enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh
enam rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah.
b. Retribusi daerah.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di

pisahkan.
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar
Rp3.817.688.382.057,00 (tiga triliun delapan ratus
tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh delapan
juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima puluh
tujuh rupiah).
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.114.144.878.174,00 (satu triliun seratus empat
belas miliar seratus empat puluh empat juta delapan
ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh
empat rupiah).
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp81.939.611.038,00
(delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh
sembilan juta enam ratus sebelas ribu tiga puluh
delapan rupiah).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp131.757.294.597,00
(seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh
tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima

ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5...
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Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b  direncanakan  sebesar
Rp5.695.539.650.625,00 (lima triliun enam ratus
sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh
sembilan juta enam ratus lima puluh ribu enam
ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat.
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagamana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp5.062.138.343.000,00 (lima triliun enam
puluh dua miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga
ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp633.401.307.625,00 (enam ratus tiga
puluh tiga miliar empat ratus satu juta tiga ratus

tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 6
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp11.020.973.546,00 (sebelas miliar dua puluh juta
sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat
puluh enam rupiah) yang terdiri atas Lain-lain
Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025
direncanakan sebesar Rp11.444.340.780.022,00
(sebelas triliun empat ratus empat puluh empat miliar
tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh
ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;

b. Belanja modal,

c. Belanja...
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c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar
Rp7.996.657.108.791,00 (tujuh triliun sembilan
ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima
puluh tujuh juta seratus delapan ribu tujuh ratus
sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai,

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp3.426.327.507.156,00 (tiga triliun empat ratus
dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh
juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh enam
rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp4.072.547.738.267,00 (empat triliun tujuh puluh
dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh
ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh
tujuh rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

=

huruf c direncanakan sebesar
Rp487.820.993.580,00 (empat ratus delapan puluh
tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan

ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan

puluh rupiah).

(5) Belanja...



(5)

(2)

(3)

(4)
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Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan  sebesar
Rp9.960.869.788,00 (sembilan miliar sembilan ratus
enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan

ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar
Rp1.559.839.337.645,00 (satu triliun lima ratus
lima puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh
sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam
ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset lainnya.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a  direncanakan  sebesar
Rp76.675.223.225,00 (tujuh puluh enam miliar
enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua
puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp519.373.091.978,00 (lima ratus sembilan
belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan
puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
rupiah).
Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar sebesar Rp631.637.102.729,00 (enam ratus
tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh
juta seratus dua ribu tujuh ratus dua puluh

sembilan rupiah).

(5) Belanja...
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(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp264.651.576.100,00 (dua
ratus enam puluh empat miliar enam ratus lima
puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu
seratus rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp66.029.393.570,00 (enam puluh enam
miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan
puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp1.472.950.043,00 (satu miliar empat ratus tujuh
puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu empat

puluh tiga rupiah).

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp100.633.181.707,00 (seratus miliar enam ratus tiga
puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh

ratus tujuh rupiah).
Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar
Rp1.787.211.151.879,00 (satu triliun tujuh ratus
delapan puluh tujuh miliar dua ratus sebelas juta
seratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh
puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja...
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(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp230.675.143.877,00 (dua ratus tiga puluh miliar
enam ratus tujuh puluh lima juta seratus empat
puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh
rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp1.556.536.008.002,00 (satu triliun lima ratus lima
puluh enam miliar lima ratus tiga puluh enam juta

delapan ribu dua rupiah).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025
direncanakan sebesar Rp592.249.989.985,00 (lima ratus
sembilan puluh dua miliar dua ratus empat puluh
sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan
ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang
terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan
sebesar Rp681.417.989.985,00 (enam ratus delapan
puluh satu miliar empat ratus tujuh belas juta
sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu
sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri
atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya dan Pencairan Dana Cadangan.

(2) Sisa...




(2)

(1)
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Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp681.417.989.985,00 (enam ratus delapan
puluh satu miliar empat ratus tujuh belas juta
sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu
sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol

rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan
sebesar Rp89.168.000.000,00 (delapan puluh
sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta
rupiah).

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
RpO0,00 (nol rupiah).

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp89.168.000.000,00 (delapan puluh sembilan

miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan

anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar Rp(592.249.989.985,00) (lima ratus
sembilan puluh dua miliar dua ratus empat puluh
sembilan juta sembilan ratus delapan puluh

sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima

rupiah).

(2) Pembiayaan...
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)‘ (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih
J\ penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
j pembiayaan direncanakan sebesar
1‘ Rp592.249.989.985,00 (lima ratus sembilan puluh
| dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta
sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu

sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini yang terdiridari:

a. Lampiran I 4 Ringkasan APBD yang
Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis

Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan.

b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan,

Belanja, dan Pembiayaan.

Kelompok, Jenis Pendapatan, |
c. Lampiran III 2 Daftar Nama Penerima, Alamat

Dan Besaran Alokasi Hibah

Berupa Uang/Barang, yang

terdiri dari :

1. Lampiran Il.a...




1. Lampiran Ill.a

2. Lampiran III.b

Lampiran IV

1. Lampiran IV.a

2. Lampiran IV.b

Lampiran V

Lampiran VI

Daftar Nama Penerima, Alamat
Dan Besaran Alokasi Hibah
Berupa Uang Yang Diterima

Serta SKPD Pemberi Hibah.

Daftar Nama Penerima, Alamat
Dan Besaran Alokasi Hibah
Berupa Barang Yang Diterima

Serta SKPD Pemberi Hibah.

Daftar Nama Penerima, Alamat
Dan Besaran Alokasi Bantuan
Sosial Berupa Uang /Barang,

yang terdiri dari:

Daftar Nama Penerima, Alamat
dan Besaran Alokasi Bantuan
Sosial Berupa Uang Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi

Bantuan Sosial.

Daftar Nama Penerima, Alamat
Dan Besaran Alokasi Bantuan
Sosial Berupa Barang Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi

Bantuan Sosial.

Daftar Nama Calon Penerima,
Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Keuangan Bersifat

Khusus.

Daftar Nama Penerima, Alamat
Dan Besaran Belanja Bagi
Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa.

f. Lampiran VII...



f.

g.

h.

L

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
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Rincian Dana Otonomi Khusus

Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan.

Rincian DBH-SDA
Pertambangan Minyak Bumi
dan Pertambangan Gas
Alam /Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Obyek,
Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan.

Rincian Dana  Tambahan
Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan.

Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota Pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan
Perda Tentang APBD dan
Dengan Program  Prioritas

Perbatasan Negara.

Pasal 17...
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Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapakan di Cibinong
??EE..ﬁﬁrl&z%al 31 Desember 2024

0 P BUPRATI BOGOR,

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

MAT JATNIKA
H KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024




